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ABSTRAK 

 

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di 

tangan rakyat, telah mengalami berbagai tantangan dan perubahan sejak kemerdekaan 

Indonesia pada tahun 1945. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi 

parlementer dan multipartai, perjalanan demokrasi diwarnai oleh berbagai periode 

otoritarianisme dan reformasi yang berdampak pada kualitas dan integritas pemilihan 

umum. Fiqh siyasah, yang menekankan pentingnya kualifikasi pemilih dan prinsip 

syura dalam memilih pemimpin, menawarkan perspektif yang berharga untuk 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara prinsip-prinsip demokrasi dalam 

undang-undang pemilihan umum dengan nilai-nilai fiqh siyasah, serta menyoroti 

tantangan seperti korupsi, ketimpangan, dan keterbatasan transparansi yang 

menghambat proses demokratisasi. 

    Melalui metode normatif dan pendekatan  peraturan perundang-undangan 

terkait tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami struktur serta substansi dari 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang dikaji, 

serta pendekatan konseptual, guna menganalisis peraturan hukum yang relevan dan 

konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Penelitian ini berharap dapat memberikan 

wawasan tentang penguatan institusi demokratis di Indonesia dalam konteks nilai-

nilai Islam. Dalam Teknik penulisan skripsi ini Penulis menggunakan cara Deduktif, 

yaitu suatu metode penalaran atau pendekatan dalam penelitian atau pemikiran yang 

bergerak dari suatu premis atau pernyataan umum ke suatu kesimpulan yang lebih 

spesifik. 

Hasil dari penelitian ini yang Pertama, bahwa implementasi prinsip demokrasi di 

Indonesia belum berjalan dengan baik, karena banyaknya hal yang menyimpang dari 

ideologi kita, seperti: kecurangan saat melakukan pemilihan umum dengan cara 

diam-diam melakukan money politik dan masyarakat menerima dengan baik adanya 

hal itu.  Kedua dalam mengevaluasi penerapan prinsip demokrasi dalam perundang-

undangan dari sudut pandang fiqh siyasah, perlu diperhatikan sejauh mana proses 

pembentukan undang-undang tersebut memenuhi prinsip-prinsip syuro seperti 

konsultasi yang inklusif, partisipasi aktif, kesepakatan melalui musyawarah, dan 

akuntabilitas. Hanya dengan memperhatikan aspek-aspek ini secara menyeluruh,kita 

bisa melihat sejauh mana penerapan prinsip demokrasi dalam perundang-undangan 

sudah sesuai dengan prinsip syuro menurut pandangan fiqh siyasah. 

Untuk kedepannya berharap agar pemilihan umum di Indonesia dapat 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi sehingga dapat meminimalisir 

adanya kecurangan saat dilakukan pemilihan umum. 
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